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1NTISARI

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dalam rangka
mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia, maka pemerintah mengadakan Proyek
Operasi Nasional Agraria. Penyelenggaraan pendaftran tanah melalui Proyek
Operasi Nasional Agraria dengan prosedur yang lebih sederhana, biaya yang lebih
murah dan waktu yang lebih cepat. Dengan demikian akan dapal menghapuskan
anggapan masyarakat bahwa pengurusan sertipikat memerlukan waktu yang lama,
biaya yang mahal dan prosedur yang sulit atau berbelit-belit. Untuk mengetahui
keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui proyek Operasi Nasional
Agraria yang dikenal dengan PRONA, perlu dilakukan penelilian dengan menilik
beratkan pada keberhasilan pelaksanaan PRONA, permasalahan dan pcmecahan
masalah yang timbul dalam PRONA.

Penelitian berjudul " Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota
.Iambi" ini herlujuan untuk mengetahui keberhasilan peiaksaan . permasalahan dan
pcnyclcsaian masalah yang nuincul dalam pelaksanaan proyek Operasi Nasional
Agreria di Kota .Iambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Diskriptif
dengan cara mengolah data yang diperoleh dari basil penelitian yang ditujukan pada
pemecahan masalah untuk mencari jawaban atas kebenaran hipotesis. Jenis data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 70 responden dari populasi
yang ada dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara. Data sekunder
diperoleh dengan menggunakan studi dokumen yaitu dari arsip-arsip yang ada di
Kantor Pertanahan Kota .Iambi.

Pelaksanaan proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Jambi dinilai berhasil
dengan baik. Hal ini terbukti dari pelaksanaannya yang selesai sesuai dengan
rencana, jumlah sertipikat yang diterbitkan sesuai target yang ditetapkan yaitu 658
bidang (100%), dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PRONA dapal
diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.
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BAB I

PENDAHU.LUAN

A. Latar Bclakang

Dalam rangka mewujudkan kepastian hak atas tanah bagi rakyat Indonesia

dan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan nama resminya

Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA, Pasal 19 UUPA menetapkan

pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Untuk

penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA,

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

pendaftaran tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang kemudian

diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, berupa Keputusan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 (Maria S.W.

Sumarjono, 1997 :2) mempunyai beberapa alasan pokok, yaitu :

1. Pensertipikatan tanah baru terlaksana sekitar 35 %sedangkan bidang tanah yang
memenuhi persyaratan untuk didaftar semakin bertambah;

2. Kendala pendaftaran tanah yang terletak pada keterbatasan biaya, alat, dan

3. JmS bidang tanah yang hams didaftar sangat besar dan tersebar dalam daerah
vans luas di seluruh Indonesia; ,4 Sebagian besar dari jumlah bidang-bidang tanah tersebut penguasaannya tidak
didukungoleh alat pembuktian yang memenuhi syarat;

5 Ketentuan hukumnya belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk
' mendukuns program pendaftaran tanah yang efektifdan efisien.

. 6 Adanva ke8saPn seolalvolah Badan Pertanahan Nasional lamban dalam melayam



Peraturan Pemerintah tersebutmengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah

yang dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik

melalui pendaftaran tanah desa demi desa dan pendaftaran tanah sporadik yaitu

berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan,

khususnya dalam mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah

secara sistematis, maka pemerintah dituntut lebih aktif dan tidak hanya bersifat

menunggu. Oleh sebab itu sejak tahun 1981 Pemerintah mengeluarkan Keputusan

Mendagri No. 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria atau disingkat PRONA yang

dimulai dari tahun 1981 sampai tahun 2000 menunjukkan bahwa masih banyak

bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat yang ditargetkan untuk dapat

disertipikatkan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria, oleh karena itu upaya-

upaya perbaikan dari waktu ke waktu perlu dilakukan. Dalam merumuskan upaya-

upaya tersebut diperlukan berbagai informasi penting mengenai segala aspek

pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Proyek Operasi

Nasional Agraria. Untuk menjawab masalah tersebut perlu dilakukan penelitian

terutama yang telah dijadikan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut.

Kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah pada masa mendatang sangat

ditentukan oleh intensitas permasalahan yang dihadapi dalam PRONA. Untuk

mengetahui hal tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan PRONA



Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di

Kota Jambi merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dibidang

pertanahan, terutama dibidang pendaftaran tanah. Hal ini guna memberikan

kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah yang dibuktikan dalam bentuk

sertipikathak atas tanah.

Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Jambi perlu

dilakukan penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut apakah

pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut

telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan harapan di

masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas penulis bermaksud mengadakan

penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Proyek Operasi

Nasional Agraria di Kota Jambi Provinsi Jambi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan yang

sekaligus merupakan pembatasan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Operasi

Nasional Agraria Tahun Anggaran 1999/2000 di Kota Jambi.?

2. Kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui

DrA„0v nr>praci "NT^innal Aeraria di Kota Jambi ?



3. Upaya apa yang perlu dilakukan dalam mengatasi kendala dan memperbaiki

pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuandilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Proyek Operasi Ai '
.<<•-'£- j '•"

Nasional Agraria di Kota Jambi. *

2. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah

melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota jambi.

3. Untuk mengetahui penyelesaian atas kendala yang muncul dalam pelaksanaan

pendaftaran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota Jambi.

D. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memberikan masukan dan evaluasi yangdiharapkan dapat dipergunakan

untuk lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional

;Agraria di waktu yang akandatang.

b. Untuk mengantisipasi secara lebih awal timbulnya masalah pertanahan dalam

pelaksanaan pendaftaranan tanah melalui PRONA di kemudian hari.

c. Untuk menambah pengetahuan dibidang pertanahan khususnya pendaftaran

tanah melalui PRONA sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dikemudian

hari.

(



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria

di Kota Jambi dinilai berhasil, ditandai dengan produksi sertipikat yang

dihasilkan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 658 sertipikat, dan

juga ditandai oleh kecilnya kendala yang muncul sehingga pelaksanaan

pendaftaran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria tidak

tenghambat serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan tersebut dapat

diselesaikan secara musyawarah. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui

Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA merupakan perbaikan

struktur baru dalam pembangunan di bidang pertanahan, yang sangat

membantu masyarakat kecil guna memiliki surat tanda bukti hak atas

tanah yang berupa sertipikat yang dapat memberikan jaminan kepastian

hukum hak atas tanah, dengan biaya yang sangat murah dan cepat

prosesnya. Pelaksanaan PRONA di Kota Jambi dalam realisasi
pelaksanaannya telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini

i-. j_„ * „,.r.mmi/aV» \73ncT tinc*rn akan
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Adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pamerintah dalam

proyek ini membuat masyarakat sangat mendukung dan menyambut

secara pisitif terselenggaranya Proyek Operasi Nasional Agraria.

2. Kendala yang muncul dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui

Poyek Operasi Nasional Agraria di Kota Jambi meliputi:

a. Partisipasi masyarakat

Dalam pelaksanaan penyuluhan, tidak seluruh masyarakat dapat hadir.

Kehadirannya hanya diwakili oleh Ketua RT/RW. Oleh karena itu

ketua RT/RW tiap-tiap Kelurahan mengadakan penyuluhan kembali

kepada masyarakat, agar warganya benar-benar mengerti dan

memahami pelaksanaan PRONA ini.

b. Pendataan/Penyelidikan riwayat tanah

Adanya pemilik tanah yang sulit dihubungi pada siang hari karena

mereka bekerja di luar Desa/Kelurahan. Tidak semua pemilik tanah

mempunyai tanda bukti hak, sehingga harus dibuatkan dahulu surat
keterangan dan Kelurahan. Terdapat perbedaan nama pemilik tanah
pada surat bukti. Perbedaan nama pemilik tanah ini antara lain
terdapat pada bukti hak dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini
menimbulkan sedikit kesulitan bagi petugas dan menghambat
kelancaran pelaksanaan pendataan, karena petugas harus memastikan

U«^or»MrrlMlfan



c. Pengukuran

Permasalahan yang timbul sehingga menimbulkan kesulitan/hambatan

dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan antara lain :

1. Nama-nama pemilik bidang tanah yang diukur seringkali berbeda

dengan nama-nama yang didapat dari petugas pendataan.

2. Batas-batas bidang tanah kadang-kadang tidak sesuai dengan bukti

kepemilikan tanah yang ada.

d. Pengumuman

Kendala yang timbul dalam pengumuman berupa keberatan/

sanggahan/sengketa yaitu terhadap batas dan kepemilikan. Sanggahan/

keberatan batas terjadi di Kecamatan Jambi Selatan tepatnya di

Kelurahan Talang Bakung, sedangkan sanggahan/keberatan

kepemilikan terjadi di Kecamatan Jambi Timur tepatnya di Kelurahan

Tanjungsari.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul selama
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria

dapat dicankan jalan keluarnya yaitu dengan cara menyelesaikannya

dilapangan (secara musyawarah).

B. Saran-saran

. ,. , » :„ :„,- Aiui^rd nl^H APRN vane



62

masyarakat secara keseluruahan khusunya dalam memiliki sertipikat hak

atas tanah dengan biaya murah, mudah dan cepat, dengan demikian dapat

menyempurnakan administrasi pertanahan dimasa yang akan datang.

2. Hendaknya semua permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Proyek

Operasi Nasional Agraria dapat diambil pelajarannya, agar dalam

pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria berikutnya tidak terjadi lagi

masalah yangserupa/sama.
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